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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan ke hadirat Allah 
swt. , berkat anugerah, dan rahmat-Nya yang luar biasa 

akhirnya buku ini dapat Penulis selesaikan. Kehadiran buku 
ini merupakan upaya Penulis dalam melengkapi kebutuhan 
materi perkuliahan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
N egara, karena telah disesuaikan pembahasannya dengan 
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. 

Materi dasar yang disajikan masih tetap berpedoman 
pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang selama ini 
menjadi pijakan dalam beracara di Peradilan Tata Usaha 
N egara. N amun, seiring dengan perkembangan dunia 
hukum di Indonesia, terpengaruh oleh amandemen UUD 
1945 yang juga membawa perubahan penting dalam 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagai 
pelaksanaan dari amanat konstitusi, maka umuk lebih 
menjamin prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, PTUN perlu juga 
menyesuaikan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan 
amandemen terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, 
sehingga dalam kurun waktu 19 (Sembilan belas) tahun sejak 
PTUN efektif dilaksanakan, Undang-Undang No.5 Tahun 
1986 telah dua kali mengalami perubahan. Diundangkannya 
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, telah mengilhami 
penulis untuk menggagas terwujudnya buku ini. 

Penyajian materi yang dikupas dalam buku ini, tidak 
hanya disesuaikan dengan U ndang-U ndang No. 51 
Tahun 2009, melainkan juga disesuaikan dengan peraturan 
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perundang-undangan lain di bidang kekuasaan kehakiman. 
D engan demikian, selain mengedepankan aktualisasi 
Hukum Acara PTUN , Penulis juga mengutamakan realisasi 
dari eksistensi PTUN itu sendiri. 

Keh; diran buku ini tentu saja telah melibatkan banyak 
pihak, untuk itulah pada kesempatan ini Penulis ingin 
mengucapkan terimakasih, terutama kepada kedua orang 
tua Penulis dan bapak mertua (almarhum) dan ibu mertua 
yang tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan Penulis. 
Suamiku Dr. M. Ridwan H amzah, SH., M si. dan anak­
anakku tersayang (Putri Puang Rabitha H amzah dan Putra 
Puang Tanra AHA H amzah) yang telah ban yak memberikan 
motivasi dan semangat. Saudara Dr. Frans Sayogie, SH. Yang 
telah memberi jalan bagi terbitnya buku ini, terima kasih 
juga atas motivasinya. Kepada ananda Marta Satria Putra, 
SH. MH. (Hakim pada PTUN Palangkaraya) , serta ananda 
Kusuma Firdaus, SH. (Hakim pada PTUN Jakarta) terima 
kasih atas masukan dan data-data terbaru seputar PTUN , 
ananda Ibnu Sina Chandranegara, SH, serta adikku Siswo 
Triputro Jalu, ST. yang telah terlibat langsung dalam proses 
editing. 

Pimpinan dan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pimpinan dan rekan­
rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara 
Jakarta, serta Pimpinan dan rekan-rekan dosen di Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam N egeri Jakarta yang 
selalu memberikan motivasi, Penulis sangat berterima kasih. 
Kepada pihak penerbit, juga saudara Mashabi yang telah 
menjadi fasilitator, Penulis ucapkan terima kasih. 

Secara khusus tak lupa kepada suami tercinta yang tepat 
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berulang tahun ke-49, pada tanggal 11 D esember 2011, 
dan anak-anakku tersayang sebagai persembahan karya 
tulis saya ini semoga Allah swt. tetap memberi rezeki da.n 
perlindungan-N ya menjadikan kami sekeluarga bahagta 

sakinah mawaddah wa rohmah. 
Segi kemanfaatan buku ini tidak hanya di~eruntukkan 

bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, melamka? dapat 
juga bermanfaat bagi para prakti~i hukum, agar le~1h dapat 
memahami tekhnik dan mekamsme beracara d1 PTUN · 
Penulis sangat membuka diri untuk sejumlah saran dan 
masukan bagi kesempurnaan buku ini kelak, karenan~a 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penults 

harapkan. 
Wassalammualaikum., Wr.Wb. 

Kata Pengantar 

Jakarta, 11 D esember 2011 
Penulis 

(Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara 
Keberadaan Peradilan Tata U saha N egara didasari oleh 

beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi: 
1. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang D asar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang rumusannya 
sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan 
oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan 
U mum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata 
U saha N egara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi." 

2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang N omor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
rumusannya sebagai beriku t: "Kekuasaaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi." 

Dalam ayat (2) dinyatakan, bahwa "Badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan 
U mum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 
Peradilan Tata U saha Negara. 

Pendahu/uan 




